
A. Pengertian Kebijakan Penal

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari

kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional

dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.1 Pengertian kebijakan kriminal juga

dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yaitu bahwa, ”criminal policy is the rational

organization of the social reaction to crime”.2 Definisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter

Hoefnagels adalah:

1. Criminal policy is the science of responses;

2. Criminal policy is the science of crime prevention;

3. Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime;

4. Criminal policy is a rational total of the response of crime.3

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari

kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai

tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri,yaitu memberikan perlindungan masyarakat

dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu usaha untuk mencegah

dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (penal

policy). Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu

peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum

pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum

1 Badra Nawawi Arief, 2001, Op. cit, hlm 1
2 G. Peter Hoefnagels dalam Badra Nawawi Arief, Ibid., hlm 2
3 Ibid.



selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum

pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep  yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan

rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut

Sudarto, arti mengenai kebijakan penal yaitu :

a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari   reaksi

terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya

cara kerja dari pengadilan dan polisi.

Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan

dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sedangkan Menurut Ealau Dah Priwitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku

dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik yang membantunya maupun yang

mentaatinya atau yang terkena kebijakan itu.4

Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu prilaku dari semua pemeran untuk menetapkan

suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk

mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hal ini

berefek pada pembentukan atau pengkoreksian terhadap undang-undang, di mana perbuatan itu

diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana. Berdasarkan tujuan di atas, menunjukkan

bahwa kebijakan penal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan-

4 Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik. 2005. Alfa Beta. Bandung. Hlm : 7.



kebijakannya termasuk dalam kebijakan sosial. Konsekuensi sebagai kebijakan, pidana bukan

merupakan suatu keharusan.

Kebijakan penal selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, di antaranya: pertama, keseluruhan asas

dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

Kedua, keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari

pengadilan dan polisi. Ketiga, keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan norma-

norma sentral dari masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang

rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Tahap – tahap penalisasi sebagai

berikut yaitu:

1. Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan

pembuat Undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagi tahap kebijakan legislatif.

2. Aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat

hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula dusebut

dengan tahap kebijakan yudikatif.

3. Eksekusi (kebijakan eksekutif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh

aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut dengan tahap kebijakan

eksekutif.

Akibat adanya tahap formulasi maka upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan bukan

hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas aparat pembuat hukum (aparat

legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pemecahan

dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal. Oleh karena itu, kesalahan atau



kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat

upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.5

Sebagai suatu proses yang sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakan diri sebagai

penerapan hukum pidana (kriminal law application) yang melibatkan berbagai sub-sistem

struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu

saja lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum pidana dipandang dari tiga

dimensi, yaitu :

1. Dimensi pertama, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem normatif yakni

penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang

didukung oleh sanksi pidana.

2. Dimensi kedua, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem administratif yang

mencangkup interaksi antar aparatur penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan

diatas.

3. Dimensi ketiga, penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial dalam arti bahwa dalam

mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berabagai prefektif pemikiran yang

ada dalam lapisan masyarakat.

Sehubungan dengan berbagai dimensi diatas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan

hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara aturan hukum, praktek

administratif dan perilaku sosial. Sudarto menyatakan bahwa melaksaksanakan politik hukum

pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang

paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, dengan maksud lain yaitu usaha

5 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 1983.Rajawali Pers
cetakan ke-10, Jakarta. Hlm 73



mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situsai pada

suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.6

Pendekatan yang digunakan dalam rangka upaya melakukan penanggulangan kejahatan melalui

sarana pendekatan kriminal dapat menggunakan sarana penal dan non penal. Kebijakan dengan

sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana.

Dalam hal ini telah terjadi semacam perumusan pidana dan pemidanaan yang telah dilegalkan

melalui perundnag-undangan. Sehingga, telah ada kepastian hukum dalam melakukan

penanggulangan maupun pemecahan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh

para pelaku kajahatan. Kebijakan kriminal dengan sarana penal ini bersifat represif. Maka dari

itu, fungsionalisasi hukum pidana sangatlah terlihat dalam pelaksanaan kebijakan kriminal ini.

Kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan

tidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga disrtikan sebgai upaya yang bersifat

preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan

pengwasan tertantu sebgai upaya prevensi terhadap kejahatan. Selain itu, dapat juga berbentuk

sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencangkup suatu

kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern.7

B. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung

Sebagai salah satu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Indonesia, Mahkamah Agung  (MA)

diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu “peraturan” yang berfungsi

6 Ibid. Hlm 25.
7 Ibid. Hlm :21



sebagai pengisi kekosongan ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum acara, demi

memperlancar penyelenggaraan pengadilan.

Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1954, peraturan yang diperoleh berdasarkan delegasi

kewenangan itu dinamakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Terkait dengan eksistensi

Perma , paling tidak terdapat tiga hal yang patut dicermati, yakni kewenangan MA sebagai

lembaga yudikatif di dalam mengeluarkan sebuah peraturan yang terkadang memiliki

karakteristik sebagai suatu perundang-undangan, kedudukan Perma di dalam sistem perundang-

undangan Indonesia, tentang peranan peraturan itu di dalam memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.

Selaras prinsip separation of power, kewenangan membuat suatu peraturan yang bersifat

mengikat dan membatasi kebebasan setiap warga Negara bukanlah merupakan kewenangan MA

sebagai lembaga yudikatif, tetapi menjadi ranah dari lembaga legislatif. Selain itu, sesuai prinsip

judge made law di dalam sistem hukum Eropa Kontinental dalam bentuk rechtsheeping,

seharusnya MA menciptakan hukum melalui putusan-putusan hakim. Utamanya, jika belum

tersedianya aturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan telah mengakui keberadaan Perma sebagai salah satu jenis peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, tanpa menempatkan di dalam hierarki perundang-

undangan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang aquo. Kondisi ini

merupakan problematika lain yang patut menjadi perhatian.



Pengakuan yang tidak dibarengi oleh tindakan menempatkan Perma di dalam hierarki

perundang-undangan akan menjadikannya sebagai peraturan yang sulit dikontrol. Padahal, jika

ditinjau secara substantif, beberapa Perma memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-

undangan yang mengikat kepada public. Karenanya, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk mengatur secara tegas tentang pemisahan antara jenis

peraturan mana yang dapat dikategorikan sebagai perundang-undangan dan peraturan mana yang

tidak.

Sebagai peraturan yang diterbitkan dengan tujuan memperlancar jalannya peradilan, Perma telah

menujukkan berbagai peranannya di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan, khususnya di bidang peradilan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa putusan hakim

yang ternyata mempergunakan Perma  sebagai dasar di dalam bagian pertimbangan hukumnya

saat adanya kekosongan ataupun kekurangan aturan di dalam undnag-undang hukum acara.

Kesemuanya itu dilakukan MA sebagai sarana penemuan hukum dan dalam rangka melakukan

penegakan hukum di Indonesia. Sudah selayaknya, sosialisasi terhadap keberadaan Perma dapat

lebih ditingkatkan, ungtuk mengoptimalkan peranannya di dalam membantu penyelenggaraan

pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.

C. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan

yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar

larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh

suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa



larangan ditunjukkan kepada perbuataan, (yaitu suatu keadaan atau kejadiaan yang ditimbulkan

oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang

menimbulkannya kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan

orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk

menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu

pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian

yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Ada juga istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena

timbulnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undanagan.

Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari ”perbuatan” tapi “tindak “ tidak menunjukkan pada

suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana

halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-

gerik atau sikap jasmani seseorang . Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka

dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal

sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda strafbaar feit, yang sebenarnya merupakan istilah

resmi dalam Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang

berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delict. Tindak pidana berarti suatu

perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan

merupakan “subjek” tindak pidana8. Sedangkan dalam buku Pelajaran Hukum Pidana karya

Adami Chazawi, menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal

8 Wirjono Prodjodikoro,,Asas-asas Hukum Pidana,Refika Aditama,Bandung,2008, hlm 58



dalam hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit “, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang

dimaksud dengan strafbaar feit itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi

dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat9. Istilah-istilah yang

pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur

hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah10:

a. Tindak pidana, berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita dan hampir

seluruh peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah ini.

b. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya,R. Tresna dalam

bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana.Dan para ahli hukum lainnya.

c. Delik, berasal dari bahasa latin “delictum” digunakan untuk menggambarkan apa yang

dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai di beberapa literatur, misalnya

E. Utrect

d. Pelanggaran Pidana, dijumpai dibeberapa buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis

oleh M.H Tirtaamidjaja.

e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam

bukunya”Ringkasan tentang Hukum Pidana”.

f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam

UUDrt No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak (baca Pasal 3).

g. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatnom dalam beberapa tulisan beliau.

D. Pengertian Tindak Pidana Ringan

9 Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana Bagian,PT. RAJA Grafindo Persada,Jakarta,2002, hlm 67
10 Ibid. hlm 68



Berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu :

1. Acara Pemeriksaan Biasa;

2. Acara Pemeriksaan Singkat; dan

3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari :

a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan

b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang

diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan

pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp

7.500,-.

KUHAP hanya melanjutkan pembagian perkara/ pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya

dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu tindak pidana ringan dimasukkan

ke dalam acara pemeriksaan cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Hal ini dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah tindak pidana

(delik) pelanggaran yang dalam KUHP ditempatkan pada Buku III.

Dengan kata lain, hakikat tindak pidana ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan

atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengaduan acara pemeriksaan tindak pidana ringan

agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Hal yang menarik dari

tindak pidana ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang

letaknya dalam Buku II KUHP tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin



merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan

(lichte misdrijven) terdapat dalam Buku II KUHP.

E. Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan

Dilihat dari sistematika KUHP tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (misdrijven) dan

pelanggaran (overtredingen) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHP ternyata

dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat

dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (lichte misdrijven). Kejahatan-kejahatan

ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai

bab dalam Buku II KUHP. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan yang juga disinggung

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Pencurian Ringan  (Pasal 364 KUHP)

Pasal 364 KUHP ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 363

Ayat (4) KUHP, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 Ayat (5) KUHP,

apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tetutup yang ada rumahnya, jika

harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian

ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus

lima puluh rupiah.

2. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP)

Pasal 373 KUHP, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan

ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan



ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus

lima puluh rupiah.

3. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP)

Pasal 379 KUHP, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu

bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima

puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan

atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

4. Penipuan Ringan oleh Penjual (Pasal 384 KUHP)

Pasal 384 KUHP ditentukan bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 384 diancam

dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah

jika jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 383 KUHP sendiri menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun

empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

a. Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli

b. Mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan dengan menggunakan

tipu muslihat.

5. Perusakan Ringan (Pasal 407 KUHP)

Pasal 407 Ayat (1) KUHP ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal

406 KUHP, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan

pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.



Pasal ini menunjuk pada pasal 406 KUHP yang rumusannya mengancam pidana terhadap

perbuatan merusakkan barang orang lain. Pasal 407 KUHP tidak menyebut nama dari tindak

pidana, tetapi dengan melihat pada adanya rumusan ”harga kerugian tidak lebih dari dua ratus

lima puluh rupiah”, yang juga terdapat pada Pasal 364, Pasal 373 dan Pasal 379 KUHP, maka

dapat dipahami bahwa pasal 407 Ayat (1) KUHP dimaksudkan sebagai perusakan ringan.

6. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP)

Pasal 482 KUHP ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480 KUHP,

diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda

paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah

salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, Pasal 373 dan Pasal 379 KUHP.

F. Pengertian Penegakan Hukum Berbasis Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan maha karya buah pikiran /gagasan seorang pakar hukum Indonesia

Satjipto Raharjo, oleh karenanya berbicara mengenai hukum progresif tidak lepas dari gagasan

beliau . Pintu masuk dalam gagasan hukum progresif itu adalah kesediaan untuk membebaskan

diri dari faham status quo. Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor

psikologis atau spirit yang ada dalam diri para pelaku (aktor) hukum, yaitu keberanian

(dare).Masuknya faktor keberanian tersebut memperluas peta cara berhukum, yaitu yang tidak

hanya mengedepankan aturan (rule), tetapi juga perilaku (behavior). Berhukum menjadi tidak

hanya tekstual, melainkan juga melibatkan predisposisi personal. Pelaku hukum yang berani



bukan sekedar membicarakan sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang nyata ada dalam

masyarakat.

Gagasan selalu berkembang lebih cepat daripada kenyataan yang terjadi. Hal yang demikian

berlaku pula bagi hukum progresif sebagai sebuah gagasan yang merespon fenomena hukum

yang terjadi di Indonesia. Ketika hukum sebagai satu kenyataan yang dianggap powerless, tak

berdaya mengantisipasi kejahatan, maka muncullah semangat baru untuk mengatasi kebekuan

tersebut yakni berupa hukum progresif.

Kendati gagasan tentang hukum progresif baru dikumandangkan namun tanggapan cukup meluas

di kalangan masyarakat ilmiah, bahkan masyarakat awam. Sebagian besar masyarakat

Indonesia menaruh ekspektasi yang besar dengan hukum progresif sebagai perangkat hukum

yang kuat untuk mengatasi kejahatan kekuasaan yang terjadi secara bersinergi, sistemik, dan

berpayung dengan hukum modern.

Penting untuk diingat bahwa, munculnya hukum progresif ke permukaan kajian ilmiah hukum,

untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya, hukum itu bukan

hanya bangunan peraturan belaka, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Hampir

disetiap karya Satjipto Raharjo dikatakan bahwa “Tujuan Hukum adalah Membahagiakan

Manusia”.

Pemahaman hukum progresif berbeda dengan pemahaman hukum secara legalistik-positifistik

dan berbasis peraturan (rule bound), dalam ilmu hukum yang legalistik- positifistik, hukum

sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana,



linear, mekanistik, deterministik, terutama untuk kepentingan profesi, hingga saat ini, cara

berpikir hukumnya masih dikuasai warisan berpikir abad ke-19 yang positifistis-dogmatis.

Hemat penulis ada 2 (dua) macam tipe penegakan hukum progresif yaitu:

a. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka

terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang

mendasari penegakan hukum progresif;

b. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuan

serta teoritis hukum Indonesia.

Karenanya hukum progresif memiliki bentuk yang berbeda dengan positifistik, maka untuk lebih

jelasnya, hukum progresif ini dapat dijelaskan melalui runtutan pengidentifikasian yang terdiri

atas asumsi, tujuan, spirit, progresivitas,dan karakter dari hukum progresif, sebagai berikut:

a. Asumsi

1. Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Maka kehadiran hukum bukan untuk

dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Itulah sebabnya

ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan

diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema

hukum.

2. Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu

berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making).

b. Tujuan

Untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia



c. Spirit

1. Pembebasan terhadap tipe, cara berfikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai.

2. Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (administration of justice) yang

selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan

persoalan.

d. Progresifitas

1. Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan karenanya memandang

hukum selalu dalam proses untuk menjadi (law in the making).

2. Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional, maupun

global.

3. Menolak status-quo manakala menimbulkan dekandensi, suasana korup dan sangat

merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan

pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

e. Karakter

1. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula

menggunakan optik hukum menuju ke perilaku.

2. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat

dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick, bertipe

responsif.

3. Hukum progresif terbagi paham dengan legal realism, karena hukum tidak dipandang

dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang

ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.



4. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan sociological jurisprudence dari Roscoe

Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi

keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum.

5. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli

terhadap hal-hal yang meta-juridical.

6. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan critical legal studies namun

cakupannya lebih luas.


